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ABSTRACT

Digital transformation has become a crucial need in various sectors, including
the land sector. Government institutions are required to adapt to technological
developments to improve the efficiency and quality of public services. One form of
implementation is the implementation of information technology-based services, such as
electronic certificate issuance services at the Yogyakarta City Land Office. This study
aims to analyze the readiness of the Yogyakarta City Land Office in implementing these
services using the STOPE (Strategy, Technology, Organization, People, Environment)
framework approach. The background of this research is that there are several issues such
as the fact that some people still do not understand the electronic certificate issuance
services, in addition, during the media transfer process, several server disruptions were

found in the electronic certificate issuance application.

The method used is a mixed method with data collection techniques via
questionnaires distributed to employees and the public, as well as environmental
observations. The questionnaire is based on readiness indicators outlined in the
Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2023 regarding the Issuance of
Electronic Documents in Land Registration Activities. The research instrument was tested
for validity and reliability using SPSS software. The results of the STOPE measurements
indicate an overall average value of 3.036 on a scale of 4, which falls into the 'Ready’
category. The Technology domain has the highest value (0.906), whereas the Environment
domain has the lowest value (0.45). The Government Regulation sub-domain also shows
weaknesses as there are still members of the public who do not fully understand the
regulations. This study concludes that although, in computation, the Yogyakarta City
Land Office is ready to implement electronic certificate issuance services, there is a need
for improved quality of regulation socialization to make the implementation of electronic

certificate services more optimal.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlandaskan Pasal 28 H Ayat 2 bahwa setiap orang mendapat kemudahan,
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
termasuk di bidang layanan publik (Koeswidarbo, 2024). Termasuk era digital
saat ini, transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama dalam
berbagai bidang, termasuk pada bidang pertanahan khususnya pada pendaftaran
tanah. Kementerian ATR/BPN saat ini menerapkan pendaftaran tanah secara
elektronik. Hasil dari pendaftaran tanah secara elektronik tidak lagi berupa
konvensional melainkan berupa data dan informasi elektronik yang merupakan
dokumen elektronik. Hal ini didasrkan pada Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik.

UU ITE mengatur segala aspek yang berkaitan dengan informasi dan
transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan asas kepastian hukum,
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral
teknologi. Tujuan dari adanya Undang-Undang ini ialah agar pemanfaatan
teknologi informasi dan transaksi elektronik lebih terjamin dikarenakan
pemanfaatan ini bertujuan untuk :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat

informasi dunia;

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;



4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan
bertanggung jawab; dan

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna
dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Adapun dalam rangka menunjang pendaftaran tanah secara elektronik,

selain adanya UU ITE terdapat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker), pada
pasal 147 menetapkan bahwa tanda bukti hak atas tanah dapat berbentuk
elektronik pada kegiatan administrasi pertanahan di Indonesia. Dengan demikian
Kementerian ATR/BPN mendapat pijakan kuat dalam melakukan transformasi
digital yang kemudian menerbitkan Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 3 Tahun
2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah,
mengurangi sengketa akibat pemalsuan dokumen pertanahan, dan mempermudah
akses baik dari masyarakat maupun dari petugas sendiri sehingga lebih efisien
dalam pelayanan pertanahan. Peraturan ini merupakan langkah positif
Kementerian ATR/BPN sebagai penyempurnaan pelayanan pertanahan dengan
menerbitkan sertipikat elektronik (Putra dan Winanti, 2024).

Di Indonesia, pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik
khususnya penerbitan sertipikat elektronik dilaksanakan secara bertahap (Syafitri,
Yogopriyatno dan Zulhakim, 2024). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga
menerapkan hal tersebut. DIY merupakan salah satu daerah yang memiliki
keistimewaan tersendiri. Salah satu keistimewaan tersebut ialah dualisme regulasi.
DIY memiliki Undang-Undang Keistimewaan mengenai pengelolaan hak-hak
atas tanahnya (Putriyanti, 2014). Hal ini menjadi tantangan Kantor Pertanahan
yang ada di Yogyakarta salah satunya yaitu Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
(Sofyan, 2024). Selain itu, Kota Yogyakarta telah menjadi salah satu kota lengkap



yang diresmikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pada tanggal 11
Mei 2023. Tantangan selanjutnya ialah dokumen-dokumen yuridis seperti buku
tanah, surat ukur, dan sertipikat harus segera dielektronikkan (Yusuf Laksono,
2023).

Layanan penerbitan sertipikat elektronik terdapat beberapa tantangan
tersendiri seperti infrastruktur yang kurang memadai pada masyarakat daerah
terpencil, masyarakat yang masih belum memahami betul dalam memanfaatkan
teknologi, kesenjangan antara masyarakat kota dan desa terkait akses internet, dan
kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya cybercrime (Adinegoro, 2023).
Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta ialah masih ada masyarakat yang belum paham mengenai layanan
penerbitan sertipikat elektronik, selain itu selama proses alih media ditemukan
beberapa gangguan server pada aplikasi layanan penerbitan sertipikat elektronik.
Sehingga perlu diteliti ulang tentang kesiapan layanan penerbitan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Keberhasilan dari penerapan
pelayanan elektronik seperti sertipikat elektronik ini sangat ditentukan oleh
kesiapan dari Kantor Pertanahan itu sendiri, baik dari Sumber Daya Manusia,
masyarakat yang terlibat, strategi, maupun fasilitasnya (Syafitri, Yogopriyatno
dan Zulhakim, 2024). Menurut Peraturan Menteri ATR/ BPN No. 3 Tahun 2023
tentang Penerbitan Dokumen Elektronik, penerapan sistem elektronik ini
dilaksanakan secara bertahap. Kantor Pertanahan dinyatakan siap dalam
menerbitkan sertipikat elektronik dapat diukur melalui 3 hal yaitu :

1. Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang memadai di setiap

Kantor Pertanahan;
2. Tingkat kesiapan pelaksanaan teknologi informasi di setiap Kantor
Pertanahan; dan/atau

3. Tingkat kesiapan pengguna layanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui kesiapan Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan layanan penerbitan

sertipikat elektronik, diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan yang digunakan



peneliti adalah pendekatan framework STOPE (Strategy, Technology,
Organization, People, and Environment). Alasan dipilihnya pendekatan
Framework STOPE karena pendekatan ini telah digunakan dalam beberapa
penelitian untuk mengukur kesiapan implementasi sebuah sistem teknologi
informasi dan komuikasi. Pendekatan ini telah digunakan dalam hal evaluasi
permasalahan-permasalahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
contohnya manajemen keamanan informasi, perencanaan e-government, dan e-
business (Susanto, 2014). Pendekatan framework STOPE dinilai dapat
memberikan penilaian secara matematis terhadap e-readiness pada tiga level yang
berbeda yaitu domain, sub-domain, dan sub-sub-domain (Al-Osaimi, Alheraish
dan Bakry, 20006).

Berdasarkan hal di atas peneliti dapat mengetahui mengenai kesiapan,
keunggulan, serta kelemahan dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam
layanan penerbitan sertipikat elektronik setelah adanya Permen ATR/BPN No. 3
Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran
Tanah yang memperkuat peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai
sertipikat elektronik. Adanya penelitian ini diharapkan nantinya Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas
pelayanannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, isu yang peneliti angkat
adalah sejauh mana kesiapan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam
mengimplementasikan layanan penerbitan sertipikat elektronik, maka peneliti
mengambil judul “Kesiapan Dalam Rangka Implementasi Layanan penerbitan

sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kesiapan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam
mengimplementasikan layanan penerbitan sertipikat elektronik dengan

menggunakan pendekatan framework STOPE?



2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

dalam mengimplementasikan layanan penerbitan sertipikat elektronik dengan

menggunakan pendekatan framework STOPE?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Mengetahui kesiapan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam
mengimplementasikan layanan penerbitan sertipikat elektronik.

Mengetahui keunggulan dan kelemahan Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta dalam mengimplementasikan layanan penerbitan sertipikat

elektronik.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi Penulis :

a. Menguji pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat
selama belajar di perguruan tinggi;

b. Menambah pengalaman penulis dalam menganalisa sebuah program atau
kebijakan yang diterapkan dalam sebuah instansi khususnya di Kantor
Pertanahan;

Bagi Masyarakat :

Menjadi wadah aspirasi masyarakat mengenai pelaksanaan layanan

penerbitan sertipikat elektronik di Kota Yogyakarta.

Bagi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Mengetahui  kesiapan,  keunggulan, dan  kelemahan  dalam
mengimplementasikan layanan penerbitan sertipikat elektronik;
Menjadi bahan evaluasi dalam pelayanan penerbitan sertipikat elektronik

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.



D. Batasan Penelitian
Penelitian dilakukan hanya dalam lingkup kerja Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta. Permasalahan yang diteliti hanya sebatas pada seberapa siap layanan
penerbitan sertipikat elektronik baik pendaftaran tanah pertama Kkali,
pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi,

dan alih media.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan penelitian menggunakan metode framework STOPE (Strategy,
Technology, Organization, People, dan Environment), Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta siap dalam mengimplementasikan layanan penerbitan
sertipikat elektronik. Hal ini dibuktikan dengan nilai overall STOPE’s grade
sebesar 3,036 dari 4 yang menandakan “Siap” dengan detail sebagai berikut :
a. Domain strategy dengan nilai measure sebesar 3

b. Domain technology dengan nilai measure sebesar 3,125

c. Domain organization dengan nilai measure sebesar 3

d. Domain people dengan nilai measure sebesar 3

e. Domain environment dengan nilai measure sebesar 3

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta memiliki keunggulan di domain
technology dengan nilai 0,906 yang berarti penggunaan dan perkembangan
teknologi sangat berdampak dalam mengimplementasikan layanan penerbitan
sertipikat elektronik. Adapun kelemahan pada domain environment dengan
nilai terkecil yaitu 0,45 karena bobot dari domain ini paling kecil
dibandingkan domain-domain lainnya, namun peneliti menemukan
kelemahan pada domain organization yaitu pada sub-domain government
regulation. Pada sub-domain ini terdapat 8% responden yang menilai 0.
Responden ini ialah masyarakat Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan
bahwa masih ada masyarakat yang menilai tidak ada sosialisasi regulasi
pemerintah terkait layanan penerbitan sertipikat elektronik dari Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta, dengan demikian perlu adanya peningkatan di
setiap domain khususnya pada domain organization di sub-domain

government regulation.

97



B. Rekomendasi dan Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta,

dalam rangka meningkatkan domain environment dan domain organization

khususnya pada sub-domain government regulation sebagai berikut :

1.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dapat meringkas isi dan menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti dalam melakukan sosialisasi peraturan terkait
kepada masyarakat.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dapat memaksimalkan media sosial
dengan cara membuat konten tentang layanan penerbitan sertipikat elektronik
di berbagai media sosial.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dapat melibatkan tokoh masyarakat
seperti RT, RW, influencer lokal, dan sebagainya untuk menyampaikan
peraturan terkait dengan gaya yang lebih dapat diterima di masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dapat mengadakan forum diskusi secara

rutin dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1.

Penelitian ini hanya menggunakan 100 responden dari masyarakat karena
belum diketahui jumlah populasinya, disarankan agar memastikan lagi jumlah
populasi masyarakat dengan cara memperluas cakupan yaitu satu wilayah
kerja Kantor Pertanahan, tidak hanya masyarakat yang memohonkan tanahnya
untuk diproses agar masyarakat lebih terwakili.

Penelitian ini memasukkan 5 domain STOPE (Strategy, Technology,
Organization, People, Environment), disarankan memilih salah satu domain
saja hingga sub—sub domain apabila melanjutkan penelitian di tempat yang
sama agar hasil yang didapatkan lebih mendalam.

Penelitian ini hanya sebatas membagikan kuesioner, disarankan agar
menambahkan observasi untuk menambahkan data terkait jumlah berkas
sertipikat elektronik yang telah selesai diproses sebagai bentuk perbandingan

dari tahun ke tahun.
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